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PENGANTAR

Oleh: Panji Anugrah Permana

Buku yang merupakan hasil penelitian dari Tim Pusat
Penelitian Badan Keahlian DPR RI ini mengulas secara empiris
mengenai kebijakan pemekaran daerah di Indonesia. Penelitian
ini mengajukan pertanyaan pokok mengenai bagaimana evaluasi
atas pemekaran daerah serta melihat potensi penggabungan
daerah. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, tim
peneliti mengambil dua studi kasus daerah otonom baru yakni
Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang dimekarkan
pada tahun 2008 dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di
Provinsi Jambi yang dimekarkan pada tahun 1999.

Buku ini memberikan Kkontribusi penting atas salah
satu kebijakan yang lahir dalam rangka penataan struktur
pemerintahan pasca Orde Baru, yaitu kebijakan pemekaran
daerah. Terdapat setidaknya tiga kontribusi penting kajian ini:
kontribusi yang memperkaya objek kajian pemekaran dan lebih
khusus lagi pada dimensi evaluasi kebijakan, kontribusi yang
berkaitan dengan sifat empiris studi ini, serta kontribusi berupa
rekomendasi kebijakan.

Pertama, kontribusi penting penelitian ini dapat dilihat dari
sisi objek kajian yang diteliti. Penelitian ini menambah hasil
penelitian empiris di wilayah kajian yang boleh dikatakan masih
agak langka di Indonesia. Kajian pemekaran secara ilmiah masih
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terhitung jari jika dibandingkan dengan objek kajian serupa di
wilayah kajian politik dan pemerintahan daerah. Studi-studi
empiris lebih banyak dihasilkan untuk kebijakan desentralisasi,
kajian mengenai pemilihan kepala daerah dan dinamikanya,
persoalan korupsi politik di daerah yang menyertai kebijakan
desentralisasi, dinamika elit lokal, oligarki dan patronase,
perebutan sumber daya di daerah, hingga kajian-kajian yang
terkait dengan bangkitnya identitas lokal pasca Orde Baru.
Kendati kajian-kajian tersebut kadangkala dikaitkan dengan isu
pemekaran, namun kerapkali pemekaran tidak dijadikan isu
utama.

Beberapa studi sebelumnya, mengambil beragam perspektif
dalam kajian mengenai pemekaran. Ratnawati (2010) dan
Prasojo (2011) misalnya, mengelaborasi isu pemekaran dari sisi
kebijakan, lengkap dengan identifikasi mereka mengenai faktor
pendorong, permasalahan, hingga tawaran solusi agar kebijakan
pemekaran menjadi lebih baik. Melalui kajian mereka, persoalan-
persoalan yang mengiringi implementasi kebijakan pemekaran
telah diidentifikasi seperti soal transfer aset, ketidakjelasan batas
wilayah, keterbatasan sumber daya manusia, hingga persoalan
keterbatasan fasilitas birokrasi di daerah otonomi baru (Prasojo
2011). lImuwan lain seperti Kimura (2006, 2007,2010) menelisik
isu pemekaran dengan menggunakan pendekatan politik yang ia
sebut “vertical coalitions” untuk menyoroti motivasi dan proses
politik yang mengiringi aspirasi pemekaran. Menurut Kimura,
faktor koalisi/aliansi politik vertikal antarberbagai jaringan
memberikan pengaruh bagi keberhasilan aspirasi pemekaran
(Kimura 2006, 2007, 2010). Booth (2011) di sisi lain, mengambil
suatu pendekatan ekonomi dan sejarah untuk menganalisis soal
pemekaran. la berargumen bahwa aspirasi pemekaran wilayah
di era Reformasi merupakan reaksi dari pendekatan sentralisitik-
otokratis Orde Baru, yang juga reaksi atas kecenderungan
Jfederalisme* di era 1960an (Booth 2011, 52).
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Pada dimensi objek kajian, penelitian ini juga memiliki nilai
lebih karena memfokuskan diri pada upaya melakukan evaluasi
kebijakan pemekaran. Sejauh ini upaya evaluasi kebijakan
pemekaran dikembangkan oleh lembaga-lembaga bantuan
dan pembangunan internasional, serta institusi pemerintahan.
Beberapa lembaga seperti Bappenas dan UNDP (2008), DRSP-
USAID (2009), dan Depdagri (2011) menghasilkan evaluasi atas
pelaksanaan kebijakan pemekaran di Indonesia. Indeks-indeks
capaian yang mereka susun dapat dijadikan rujukan untuk
meninjau keberhasilan kebijakan. Penelitian ini mencoba hadir
untuk mengembangkan model evaluasi yang merujuk pada indeks
capaian sekaligus penelitian yang bersifat empiris.

Kontribusi kedua dari kajian ini adalah sifatnya yang empiris.
Penelitian ini tidak menawarkan pandangan “common sense,”
ataupun sekedar menyajikan “data sekunder” melalui hasil
evaluasi yang lazim diambil dari penilaian lembaga pemerintahan
atau lembaga bantuan internasional. Tim peneliti turun langsung
ke lapangan, mengkonfirmasi indeks-indeks evaluasi yang telah
adamelaluiinforman yang mereka temui dilapangan, mengadakan
serangkaian pengumpulan data primer, dan melakukan proses
cross-check dan observasi di lapangan. Dengan demikian,
penelitian ini memiliki kelebihan dalam menyajikan narasi dan
analisis atas indeks-indeks keberhasilan atau kegagalan kebijakan
pemekaran.

Ketiga, kontribusi yang paling nyata dari penelitian ini adalah
kuatnya muatan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Dengan
mengajukan pertanyaan penelitian mengenai evaluasi kebijakan
pemekaran dan potensi penggabungan daerah, penelitian ini
menghasilkan rekomendasi kebijakan agar pemerintah lebih
serius untuk mengkaji ulang kebijakan pemekaran. Rekomendasi
ini bersumber dari evaluasi yang dilakukan oleh tim peneliti
secara proporsional. Kebijakan pemekaran dilihat dari sisi positif
maupun permasalahan yang masih membayanginya.
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Salah satu temuan penting penelitian ini adalah konfirmasi
tim peneliti bahwa kebijakan pemekaran terbukti semakin
mendekatkan rentang kendali pemerintahan dan pelayanan
publik kepada masyarakat. Penelitian ini berhasil menyajikan
data-data empiris peningkatan pelayanan publik, mulai dari
bertambahnya fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
di kedua wilayah yang menjadi pilihan kasus mereka. Tidak hanya
itu, pemekaran berhasil memperpendek pengurusan perizinan
yang kerap menjadi kendala untuk memacu perekonomian
daerah.

Selain mendeskripsikan statistik dan narasi keberhasilan,
penelitianinijugaberhasilmemotretpermasalahan-permasalahan
mendasar yang berjalan beriringan dengan implementasi
pemekaran. Permasalahan mendasar seperti transfer aset dari
daerah induk ke daerah otonom baru (DOB), potensi konflik antar
daerah, hingga masih belum optimalnya kinerja DOB berhasil
dikaji secara relatif mendalam. Permasalahan-permasalahan
mendasar ini yang kemudian menjadi dasar bagi tim peneliti
untuk mengajukan rekomendasi agar pemerintah pusat lebih
serius meninjau ulang kebijakan pemekaran dari hulu hingga hilir.
Dari hulu, pertimbangan pemerintah pusat untuk menyetujui usul
pemekaran (sebagaimana diatur melalui PP Nomor 78 Tahun
2007) harus melalui pengujian yang lebih serius. Tidak hanya itu,
“proses monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemekaran
harus dilakukan secara teratur dan komprehensif’ guna mengukur
keberhasilan atau kegagalan kebijakan pemekaran. Evaluasi
yang dilakukan pemerintah pusat sejatinya sudah dilakukan
melalui berbagai mekanisme seperti EPPD, EKPPD, EKPOD, dan
EDOB yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun
demikian, upaya yang lebih berkala, teratur, dan komprehensif
dalam evaluasi tetap diperlukan, termasuk tindak lanjut jika DOB
dinilai gagal.
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Namun demikian, kontribusi penting penelitian ini terhadap
kajian pemekaran dan rekomendasi kebijakan masih diwarnai
beberapa persoalan, baik ditinjau dari sisi prosedur penelitian
maupun substansi penelitian. Dari sisi prosedur penelitian,
kajian ini seharusnya dapat lebih memperhatikan rancangan
penelitian secara lebih ketat. Pertama, tim peneliti kurang begitu
memperhatikan penempatan kajian mereka dalam arah kajian
yang sudah dilakukan terkait dengan pemekaran, baik dalam studi
pemekaran di Indonesia maupun kajian pemekaran dari dimensi
komparasi. Hal ini sebagian bisa dipahami ketika penelitian ini
lebih bersifat “terapan” dan lebih kuat bermuatan rekomendasi
kebijakan. Artinya, formulasi permasalahan penelitian hanya
mendiskusikan aspek empiris dari permasalahan (real-worlds
events) dan kurang memberi bobot penilaian atas penelitian-
penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan (existing scholarly
literature). Dampak yang paling dirasakan dari model penyusunan
rancangan riset seperti ini adalah absennya penjelasan mengenai
kekosongan (lacunae/ gap) yang hendak diisi, serta penjelasan
akan dimensi “kebaruan” atau inovasi penelitian jika dibandingkan
dengan penelitian sebelumnya (van Evera 1997, 100-101).

Kedua, kelemahan yang tidak bisa dilepaskan dari penelitian
ini adalah absennya kerangka analisis yang solid untuk kemudian
digunakan sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan
penelitian yang diajukan. Penelitian ini menggunakan kerangka
pemikiran yang terkesan normatif, baik ketika merujuk pada
konsep political equality Dahl maupun ketika mendefinisikan
rumusan otonomi daerah. Hemat saya, kedua rujukan itu tidak
terlalu banyak membantu peneliti dalam menjawab permasalahan
penelitian. Kerangka pemikiran bersifat normatif dan melebar
ke diskusi soal desentralisasi, padahal objek kajian seharusnya
berfokus pada soal pemekaran (regional proliferation) dan
penggabungan (regional amalgamation/ regional merger). Tentu,
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saya sepakat bahwa pemekaran tidak dapat dilepaskan dari
kebijakan desentralisasi. Bahkan, Ferrazi (2007) mengemukakan
bahwa pemekaran adalah salah satu bentuk desentralisasi yang
lazim disebut sebagai territorial decentralization (Ferrazi 2007
sebagaimana dikutip dalam Ratnawati 2010, 125, lihat juga
Prasojo 2011, 6). Namun demikian, kerangka analisis yang lebih
relevan dan terfokus diperlukan untuk membantu membedah
permasalahan dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Jika
pertanyaan penelitian menyasar pada persoalan evaluasi atas
keberhasilan/ kegagalan pemekaran, apa alat ukurnya dan
bagaimana digunakan? Demikian juga dengan pertanyaan
menyangkut potensi penggabungan daerah, apakah merujuk pada
konsep amalgamation atau merger ? (lihat Prasojo, 2011: 6-7).

Dua masalah awal dalam desain penelitian ini (penempatan
penelitian dalam kajian sejenis dan ketiadaan kerangka analisis
yang solid), menjadikan kajian lebih bersifat bersifat atheoretical/
deskriptif (George and Bennet 2005, 75). Kendati demikian,
setidaknya, deskripsi dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat
bagi dilakukannya studi-studi lanjutan tentang pemekaran yang
mengarah pada theory-building.

Saya memberikan beberapa catatan terkait dengan substansi
penelitian. Penelitian ini memberikan fokus pada persoalan
evaluasi pembentukan daerah baru dan melihat potensi
penggabungan kembali daerah tersebut. Untuk persoalan
pertama, sumber interpretasi untuk menjadi dasar penilaian bisa
secara empiris didapatkan melalui data primer (misalnya data
kuantitatif peningkatan fasilitas pelayanan publik seperti sekolah,
puskesmas, dan infrastruktur) atau melalui data-data indeks
kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan oleh Kemendagri. Hal
ini berhasil dilakukan oleh tim secara teliti dan cukup mendalam
dalam menyajikan data dan menganalisisnya. Sayangnya, data-
data tersebut (terutama data kuantitatif) kurang dilengkapi
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dengan dimensi perbandingan secara lebih akurat antara capaian
sebelum dan setelah pemekaran. Tim peneliti hanya berfokus
melihat data capaian setelah berlakunya pemekaran, namun
tidak memberi perhatian pada bagaimana data kondisi tersebut
terjadi di masa sebelum pemekaran di daerah yang kemudian
menjadi Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Jika yang menjadi masalah adalah ketersediaan data sebelum
pemekaran di wilayah-wilayah yang dimekarkan, hal ini sedikit
banyak bisa dimaklumi. Namun jika absennya data pembanding
sebagai akibat kekurangcermatan, tentunya patut disayangkan.
Jika perbandingan data tersebut berhasil disajikan, tentu akan
semakin menambah bobot evaluasi.

Untuk persoalan kedua yang menyinggung potensi peng-
gabungan daerah, nampaknya tinjauan atas hal ini akan jauh
lebih berdasar jika tim peneliti mampu memetakan profil daerah
secara lebih komprehensif. Pemetaan ini memang dilakukan oleh
tim peneliti melalui penyajian gambaran kondisi geografis dan
ekonomi. Data ini tentunya sangat bernilai untuk mengetahui
kondisi wilayah pemekaran dan potensi ekonomi yang mereka
miliki. Namun profil wilayah ini akan jauh lebih berkualitas jika
bisa menampilkan potret politik dan sosial budaya yang kerap
menjadi titik tolak munculnya aspirasi pemekaran. Pembahasan
profil politik dan sosial budaya akan semakin menarik jika tim
peneliti mempresentrasikan latar belakang munculnya aspirasi
pemekaran. Saya memandang penting pemahaman mengenai asal
muasal tuntutan pemekaran di kedua daerah yang menjadi studi
kasus. Gunanya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang
kemudian muncul dalam pelaksanaan pemekaran. Beberapa studi
menunjukkan bahwa motivasi pemekaran lebih banyak diwarnai
oleh aspek politik dan kepentingan elit dibandingkan aspek
administratif atau kebutuhan pemenuhan kebutuhan pelayanan
publik (Kimura, 2006; Prasojo, 2011:14; Booth, 2011). Tapi lebih
jauh dari itu, hal ini juga penting untuk menjelaskan seberapa
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besar peluang atau potensi penggabungan kembali wilayah bisa
dilakukan.

Sebuah karya akademis tentunya senantiasa diwarnai oleh
kelebihan maupun kekurangan. Penelitian ini telah secara serius
membedah persoalan pemekaran secara ilmiah dan sekaligus
menawarkan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan. Suatu
upaya penelitian lanjutan nampaknya diperlukan untuk studi
komprehensif mengenai kebijakan ini. Studi-studi lanjutan
tersebut bisa diarahkan untuk mengembangkan suatu model
evaluasi yang lebih solid dan juga mengkombinasikan metode
penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tujuan kajian ini tentunya
diarahkan untuk menjadi landasan perbaikan kebijakan
pemekaran di masa datang. Jika saja selama ini kebijakan
pemekaran lebih didorong oleh motif politik, kepentingan elit,
serta “reaksi daerah” atas praktik sentralisme Orde Baru, maka
kebijakan ini harus didorong menjadi kebijakan yang diarahkan
pada pemenuhan pelayanan publik, sebagaimana yang menjadi
harapan kita bersama.
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c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan
calon kabupaten/kota;

d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan
calon kabupaten/kota; dan

e. Rekomendasi Menteri.

Belum ada persyaratan tahap persiapan sebagaimana dimuat
di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang diatur saat ini, dimana
menyatakan harus ada tahapan persiapan selama 3 tahun sebelum
membentuk daerah otonom baru dalam rangka penataan daerah.
Selain pembentukan daerah otonom baru, penataan daerah juga
bisa dilakukan melalui penggabungan daerah setelah dilakukan
evaluasi mendalam terhadap daerah yang bersangkutan.

Dalam konteks ini memang harus diketahui terlebih dahulu
makna otonomi atau secara konseptual juga disebut desentralisasi.
Menurut Prof. Sukamto Satoto dari Fakultas Hukum Universitas
Jambi, desentralisasi ini dapat ditanggapi sebagai hubungan
hukum keperdataan, yakni penyerahan sebagian hak dari pemilik
hak kepada penerima sebagian hak, dengan objek hak tertentu.
Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak
pemerintahan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah,
dengan objek hak berupa kewenangan pemerintah dalam
bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, namun masih
tetap dalam kerangka NKRI. Pemberian hak ini, senantiasa
harus dipertanggungjawabkan kepada si pemilik hak dalam hal
ini presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan DPRD sebagai
kekuatan representatif rakyat di daerah.®®

Dengan konsep desentralisasitersebut, maka diharapkan akan
berdampak bagi daerah dan masyarakatnya yaitu pemerintahan
daerah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur
daerahnya, karena pemerintahan daerah dinilai lebih mengetahui

69 Paparan Prof. Dr. Sukamto Satoto, SH pada Focus Group Discussion dengan Tim Peneliti
di Universitas Jambi, tanggal 22 Mei 2015.
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kondisi daerahnya masing-masing. Selanjutnya dengan
diterapkan-nya sistem desentralisasi diharapkan biaya birokrasi
yang lebih efisien. Hal ini merupakan beberapa pertimbangan
mengapa otonomi daerah harus dilakukan. Terakhir, dari segi
ekonomi keutungan dari penerapan sistem desentralisasi yaitu
pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya
alamyang dimilikinya, dengan demikian apabila sumber daya alam
yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan
daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat.”

C.4. Analisis Khusus terhadap Pembentukan Daerah Otonom Baru
di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Jika melihat kondisi di dua daerah otonom baru yang menjadi
lokasi penelitian, baik di Kabupaten Sigi maupun Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, penelitian memperlihatkan bahwa masih
ada masalah antara kondisi riil dengan hasil evaluasi. Penelitian
ini melihat Pemerintah Pusat masih harus memberikan perhatian
lebih dalam melakukan pemetaan masalah melalui model
pembentukan daerah otonom baru sejak pengusulan hingga
evaluasinya.

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, maka seluruh tahapan yang ada dalam
rangka penataan daerah harus menjadi sebuah proses yang tidak
sekadar memenuhi kebutuhan elite saja, berdasarkan kepentingan
politik sesaat, tetapi benar-benar berdasarkan pada kebutuhan
masyarakat agar daerahnya lebih maju dan imbasnya masyarakat
menjadi lebih sejahtera. Jika diskemakan akan terlihat sebagai
berikut:

70 Ibid.
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Gambar 5

Tahapan Usulan Pembentukan Daerah Otonom Baru

Usulan . Layak o) Tahap
Pembentukan ) P;[n;zrllgat%h Persiapan
Daerah gkaj 13 Tahun

Tidak

: Layak
Dikembalikan

Sumber: Diolah dari UU Nomor 23 Tahun 2014

Berdasarkan Gambar 5, dapat dilihat tahapan usulan pem-
bentukan daerah otonom baru. Setiap usulan pembentukan
daerah otonom baru harus dikaji oleh Pemerintah Pusat secara
mendalam. Apabila usulan tersebut dinilai tidak layak, usulan
tersebut dikembalikan kepada pengusul. Apabila usulan tersebut
dinilai layak, harus dilakukan tahap persiapan selama 3 (tiga)
tahun. Tahap persiapan akan menghasilkan 2 (dua) kondisi yaitu:

1. Dinilai layak untuk menjadi daerah otonom baru; atau

2. Dinilai tidak layak untuk menjadi daerah otonom baru dan
kembali bergabung dengan daerah induk.

Dasar untuk menentukan apakah daerah persiapan tersebut
layak atau tidak menjadi daerah otonom baru adalah evaluasi
tahap persiapan tersebut yang meliputi aspek teknis prasyarat
menjadi sebuah daerah otonom baru serta dukungan sumber daya
baik manusia maupun non-manusia serta masyarakatnya dalam
menjalankan tahapan tersebut. Jika daerah persiapan tersebut
dinilai layak, maka tahapan berikutnya adalah pembentukan
daerah otonomibaru sesuai syarat dan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan. Setelah terbentuk menjadi daerah otonom
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baru, evaluasi tetap harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu
minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun, sehingga akan diperoleh
daerah yang benar-benar mampu menjadi daerah otonom.

Model evaluasi yang dilakukan harus komprehensif
menjangkau segala aspek baik sebelum, saatberlangsung (proses),
maupun sesudah atau hasil (output). Terdapat banyak model
evaluasi seperti model formatif-sumatif, model CIPP (context,
input, process, product), model CIRO (context, input, reaction,
output), dan lain-lain.”! Kesemuanya akan menghasilkan evaluasi
yang memadai dan dapat mengambil kebijakan berikutnya
apakah daerah tersebut layak atau tidak. Yang melakukan evaluasi
(evaluator) adalah para pihak yang terkait baik Pemerintah Pusat,
lembaga independen, masyarakat, maupun akademisi dan/atau
media sehingga diperoleh hasil yang obyektif dengan indikator
yang handal.

Mengacu kepada penjelasan Menteri Dalam Negeri,
pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap daerah otonomi
baru yang jumlahnya sejak 1999 - 2014 sebanyak 223 daerah
dengan membagi menjadi 2 (dua) jenis evaluasi yaitu:”?

a. Evaluasi terhadap daerah otonom baru yang berusia 0 - 3
tahun.

Pada evaluasi ini dilakukan penilaian terhadap 10 aspek
perkem-bangan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: (1)
aspek pem-bentukan organisasi perangkat daerah; (2) aspek
pengisian personil; (3) aspek pengisian keanggotaan DPRD;
(4) aspek penye-lenggaraan urusan wajib dan pilihan; (5)
aspek pembiayaan; (6) aspek pengalihan aset; (7) aspek

71 Lihat Eko Maulijar, Model-Model Evaluasi, dalam http://www.academia.
edu/6370461/Model_Model_Evaluasi, akses tanggal 19 Juni 2015.

72 Materi Menteri Dalam Negeri Pada Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, tanggal 23
Juni 2015, di Ruang Rapat Komisi II DPR R, Jakarta.
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peralatan dan dokumen; (8) aspek pelaksanaan penetapan
batas wilayah; (9) aspek penyediaan sarana dan prasarana
pemerintahan; serta (10) aspek penyiapan rencana umum
tata ruang wilayah dan pemindahan ibukota bagi daerah yang
ibukotanya dipindahkan.

Kesepuluh aspek ini juga dilakukan terhadap penilaian bagi
daerah otonomi baru yang berusia 4 - 5 tahun. Dari kesepuluh
aspek tersebut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri
menunjukkan beberapa hal di antaranya masih terdapat
provinsi dan kabupaten induk yang belum menyelesaikan
kewajibannya antara lain pengalihan personil, pengalihan
asset dan dokumen serta dana hibah kepada daerah baru.
Selain itu belum terselesaikannya penetapan batas wilayah
di lapangan antara daerah otonom baru dan kabupaten induk
serta perbatasan dengan kabupaten/provinsi di sekitarnya dan
Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Masalah lainnya
adalah mengenai penetapan/pemindahan/perubahan ibukota
di 7 daerah.

. Evaluasi terhadap daerah otonom baru yang berusia lebih
dari 5 tahun.

Evaluasi terhadap daerah otonom baru yang berusia lebih dari
5 tahun lebih difokuskan pada aspek tata kelola pemerintahan
yang baik, pelayanan publik, daya saing daerah, dan
kesejahteraan rakyat. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa:

1. Tingkat kesejahteraan rakyat perlu ditingkatkan;
2. Kinerja tata pemerintahan yang baik pada umumnya
masih perlu ditingkatkan;

3. Kinerja daerah otonom hasil pemekaran dalam
memberikan layanan publik masih jauh dari harapan
ideal; dan

4. Kinerja daya saing belum memenuhi harapan.
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Dari hasil evaluasi tersebut dapat dikatakan bahwa secara
umum daerah otonom baru bahkan yang sudah lebih 5 tahun
usianya, belum menunjukkan kinerja yang baik sebagai sebuah
daerah otonom.

D. Potensi Penggabungan Daerah Otonom

Pasal 32 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sesungguhnya membuka peluang untuk melakukan
penggabungan daerah sebagai salah satu model pembentukan
daerah. Disebutkan bahwa pembentukan daerah dapat berupa
pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Penggabungan
dalam konteks ini hampir sama dengan konsep merger yang
dikemukakan dalam Eko Prasojo.”

Terhadap ruang potensi penggabungan (kembali) jika
dinilai daerah hasil pemekaran atau daerah otonom baru tidak
berhasil, para stakeholder baik Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Sigi menilai hal itu sulit
untuk diwujudkan. Alasannya karena masyarakat daerah otonom
baru tetap merasakan adanya perubahan setidaknya dari sisi
pelayanan akibat letak geografis yang jauh dari pusat (ibukota)
kabupaten induk. Selain itu menurut Kepala Biro Administrasi
Otonomi Daerah Pemprov Sulawesi Tengah, potensi konflik sangat
besar apalagi tiap daerah atau bahkan desa berbeda karakternya,
sehingga persoalan batas memungkinkan terjadinya konflik.

Secara historis dijelaskan para stakeholder di Palu bahwa
peme-karan wilayah di Kabupaten Donggala, Kota Palu, dan
Kabupaten Sigi mempunyai sejarah kelabu. Pada awalnya wilayah
Kabupaten Donggala terdiri atas Donggala, Palu, dan Sigi. Palu yang
pada awalnya menjadi ibukota Kabupaten Donggala memisahkan
diri membentuk kota tersendiri menjadi Kota Palu. Akibatnya,
Kabupaten Donggala harus memindahkahkan ibukotanya ke Kota

73 Eko Prasojo, op.cit.
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Donggala yang berjarak 34 km dari Palu. Kondisi ini dianggap
merugikan Kabupaten Donggala yang semakin membutuhkan
biaya besar untuk membagun ibukotanya. Hal ini sempat menjadi
sumber konflik antar-daerah hasil pemekaran tersebut. Demikian
pula dengan pemekaran Kabupaten Sigi dari Kabupaten Donggala.
Hingga saat ini masih menyisakan masalah penyerahan aset.
Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa menjadi sulit bagi
ketiga kabupaten/kota untuk kembali digabung menjadi satu
kabupaten.”*

Terhadap potensi penggabungan, sesungguhnya tetap
menjadi salah satu pilihan ketika dampak pembentukan daerah
otonom baru itu tidak kunjung memberikan perbaikan yang
signifikan terutama bagi masyarakat setempat. Namun demikian
penggabungan yang dilakukan tidak berarti kembali seperti masa
sebelum terbentuknya daerah otonom baru yakni tertinggal
dan terisolasinya daerah tersebut dari pusat kabupaten induk
sehingga pelayanan publik tetap tidak optimal. Jikapun dilakukan
penggabungan harus ada prasyarat dan kondisi yang minimal
agar penggabungan itu tidak mengembalikan daerah otonomi
baru tersebut menjadi daerah tertinggal.

Menurut akademisi, Arief, Secara politis memang sulit untuk
melakukan penggabungan kembali karena dalam proses pemben-
tukan daerah otonomi baru, lebih kental peran elite masyarakat
lokal yang mendorong terbentuknya daerah otonom tersebut.”
Akibatnya, peran politik masyarakat setempat menjadi hal yang
krusial terhadap masa depan daerah otonom ini. Apalagi daerah
Sulawesi Tengah - sebagaimana dikemukakan para narasumber
baik tingkat provinsi maupun kabupaten serta akademisi - sangat
terasa adanya pengaruh elite yang berasal dari etnik tertentu
atau kelompok masyarakat tertentu yang dapat mempengaruhi

74 Disarikan dari berbagai pandangan para informan di lapangan.
75 Pandangan Muhammad Arief pada Focus Group Discussion Penelitian kelompok di Uni-
versitas Tadulako Palu, tanggal 23 April 2015.
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pola interaksi antar masyarakat dan/atau antar pemerintahan
serta mempengaruhi pola pembangunan yang terjadi. Kondisi
itulah yang benar-benar patut menjadi pertimbangan dalam
memutuskan apakah perlu penggabungan kembali atau tidak.

Dalam konteks itulah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
melalui Biro Administrasi Otonomi Daerah setuju terhadap
langkah pembentukan daerah otonom baru yang diatur dalam
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yaitu harus ada tahapan persiapan sebelum menjadi daerah
otonom baru yang definitif. Meskipun gagasan dan usulan
pembentukan daerah otonom baru tersebut berdasarkan
aspirasi masyarakat yang terkadang juga atas dasar tekanan
kelompok masyarakat tertentu (termasuk elite politik) padahal
daerahnya belum siap, maka hal itu harus dapat diantisipasi
sekaligus dipersiapkan segala sesuatunya. Bahkan Kepala
Biro Administrasi Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah, Ikhwan, menyatakan seharusnya kabupaten induk
(Kabupaten Donggala) harus mempersiapkan program yang
akan dilaksanakan di daerah otonom baru tersebut (Kabupaten
Sigi) sehingga ada kesinambungan pembangunan dan tidak
lepas begitu saja dan menghasilkan sesuatu yang maksimal dan
bermanfaat bagi masyarakat. Yang terjadi di Sigi saat ini tidak
demikian sehingga seolah Pemerintah Kabupaten Sigi berjalan
sendiri untuk memulai pembangunan dari nol.

Bagaimana untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
Terhadap adanya potensi penggabungan, menurut Prof. Rozali
Abdullah jika pada evaluasi akhir menunjukkan kegagalan dan
tidak mampu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
otonomi tersebut, maka bisa dikembalikan ke daerah induknya
atau diberikan sanksi.’® Namun demikian dalam pandangan

76 Paparan Prof. Rozali Abdullah pada Focus Group Discussion dengan Tim Peneliti di Uni-
versitas Jambi, tanggal 22 Mei 2015.

94 Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah



Pemerintah Provinsi Jambi melalui Staf Ahli Gubernur Jambi,
Fauzi Syam, sebagai sebuah regulasi penggabungan tetap harus
dicantumkan, tetapi dalam implementasinya memang sangat
sulit dan cenderung tidak bisa dilakukan. Alasannya karena selain
sifatnya politis juga adanya resiko sosial yang cukup tinggi yaitu
munculnya konflik horizontal antar kelompok masyarakat serta
konflik vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah.”

Kekhawatiran akan terjadinya konflik apabila terjadi peng-
gabungan wilayah dari daerah otonom yang dinilai gagal, bisa
dipahami dalam konteks proses pembentukan sebuah daerah
otonom baru sangat kental peran para elite, baik tokoh politik
maupun tokoh masyarakat. Namun, dalam konteks kepentingan
masyarakat, sesungguhnya apabila penggabungan dinilai dapat
lebih menjamin kesejahteraan masyarakat, tentu kekhawatiran
tersebut dapat dikesampingkan.

77 Hasil wawancara dengan Staf Ahli Gubernur Jambi, Fauzi Syam, di Kantor Gubernur
Jambi, tanggal 18 Mei 2015.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, hadirnya daerah
pemekaran sebagai daerah otonom baru pada kasus di Kabupaten
Sigi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan dampak
positif dari sisi pendeknya jarak pelayanan publik yang diperoleh
dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan hadirnya
pembangunan berbagai sarana pelayanan publik.

Jika dilihat dari 5 indikator pelayanan publik, dapat
dikemukakan bahwa: Pertama, dari sektor pendidikan,
peningkatan terlihat dari bertambahnya jumlah sarana dan
prasarana sekolah. Mulai dari jumlah sekolah hingga jumlah guru
dan fasilitas sekolah. Namun demikian, untuk Kabupaten Sigi,
masih ada kecamatan yang belum menikmati hadirnya bangunan
SMA yaitu di Kecamatan Pipikoro, Lindu, Nokilalaki, Marawola
Barat, dan Kinovaro. Hal ini disebabkan kondisi geografi
kecamatan tersebut yang sulit.

Kedua, dari sektor kesehatan, dari hasil riset kesehatan dasar
yang dilakukan di Kabupaten Sigi jelas telah memperlihatkan
ke-berhasilan kabupaten ini dalam mengatasi permasalahan
kesehatan di daerahnya. Hampir senada dengan Kabupaten Sigi,
sekalipun belum pernah dilakukan riset dasar kesehatan, namun
Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memperlihatkan adanya
peningkatan dalam hal sarana dan prasarana kesehatan.
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Ketiga, dari sektor infrastruktur, pembangunan dalam bidang
infrastruktur menunjukkan terjadinya perbaikan infrastruktur
bagi masyarakat di daerah otonom baru. Pembangunan fisik
terlihat mulai dari pembangunan jalan, perkantoran, dan
tumbuhnya perekonomian rakyat. Namun, untuk Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, pembangunan jalan masih terkendala
dengan kondisi topografi jalan yang merupakan lahan gambut
sehingga seringkali jalan kembali rusak.

Keempat, dari sisi pelayanan administrasi kependudukan,
ter-lihat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari sisi
jarak, hadirnya daerah otonom baru terbukti telah mendekatkan
masyarakat. Namun apakah setelah jarak didekatkan pelayanan
juga menjadi cepat, ini merupakan pertanyaan yang harus dijawab
kembali. Dalam kasus di Kabupaten Sigi, terlihat upaya serius
dari pemerintah kabupaten untuk meningkatkan pelayanan
administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan
membangun 8 UPT di 8 kecamatan. Namun, yang terjadi adalah
UPT tetap hanya dapat menerima berkas, sementara proses
tetap dilakukan di ibukota kabupaten yang jaraknya hingga
mencapai 123 km. Dari kasus ini tentunya jarak pendek belum
tentu mempercepat pelayanannya. Apalagi di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur yang seluruh proses administrasi kependudukan
masih dilakukan di ibukota kabupaten.

Kelima, pelayanan perizinan. Dari sisi organisasi
pemerintahan, terlihat ada keinginan yang kuat dari pemerintah
di daerah otonom baru untuk mewujudkan pelayanan perizinan
yang cepat dan profesional. Hal ini dibuktikan dari dibentuknya
Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu di Kabupaten
Sigi dan Kantor Pelayanan Satu Pintu Terpadu di Kabupaten
Tanjung Timur. Namun, pelayanan perizinan masih tetap
mengalami kendala dengan tidak dihadirkannya staf dari masing-
masing SKPD terkait di Badan atau Kantor tersebut. Akibatnya,
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masyarakat masih tetap harus mondar-mandir dari satu kantor
ke kantor yang lain untuk mengurus perizinan, termasuk
administrasi kependudukan. Selain masih tetap merepotkan
masyarakat, uang negara juga habis percuma untuk membiayai
pegawai dan perlengkapan kantor di Badan dan Kantor tersebut.

Dari hasil penelitianini terlihat bahwa perubahan yang dirasa-
kan oleh masyarakat terhadap pelayanan publik baru bersifat
fisik, seperti mendekatkan jarak dan berbagai pembangunan,
namun belum tentu mencapai esensi dari otonomi itu sendiri
yaitu Kkesejahteraan masyarakat dan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan. Berbagai kendala yang dihadapi oleh
pemerintah daerah otonom baru, terutama terkait aset yang
belum diserahkan seluruhnya terbukti telah mengganggu jalannya
pelayanan birokrasi di daerah. Proses pembentukan yang lebih
kuat dipengaruhi oleh peran elite baik di pusat maupun di daerah
telah menimbulkan pertanyaan begitu mudahnya suatu daerah
otonom dibentuk tanpa memperhatikan kondisi selanjutnya.

Kesimpulan kedua dari penelitian ini yaitu terkait dengan
hubungan daerah induk dengan daerah otonom baru di kedua
daerah penelitian memperlihatkan masih ada masalah terkait
penyerahan aset.

Kesimpulan ketiga, penelitian ini menyimpulkan bahwa
evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah terutama
untuk daerah otonom baru yang dilakukan oleh Pemerintah
Pusat cenderung dilakukan dengan membaca dokumen (desk
evaluation), dan kurang memperhatikan kondisiriil di masyarakat.
Akibatnya evaluasi dirasa kurang efektif dalam rangka pembinaan
sebuah daerah.

Terakhir, terkait potensi penggabungan daerah bagi daerah
otonom yang dinilai gagal, pihak pemerintah daerah otonom dan
masyarakat di daerah tersebut cenderung menolak ketentuan
ini. Bila para aparat pemerintah daerah merupakan pihak
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yang berkepentingan karena memperoleh keuntungan dari
pembentukan daerah ini, masyarakat juga memiliki kepentingan
dengan perasaan kedaerahan yang tinggi. Hal ini dapat dipahami
sebab proses pembentukan sebuah daerah otonom cenderung
melibatkan elite politik di daerah dan di pusat yang selain
mengedepankan isu-isu kedaerahan juga semangat mendapatkan
keuntungan ekonomi. Akibatnya, sulit untuk dapat menerapkan
konsep penggabungan bagi daerah otonom yang dinilai gagal.

B. Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan agar pertama, segera
dibuat Peraturan Pemerintah baru yang menggantikan PP No. 78
Tahun 2007 sebagai pelaksana UU Nomor 23 Tahun 2014, yang
secara rinci mengatur tentang penataan daerah yang didalamnya
membahas tentang syarat-syarat pembentukan daerah otonom
baru, peng-gabungan, serta konsekuensi yuridis dan politis jika
berbagai prasyarat tidak terpenubhi.

Kedua, dalam menunjang keberlangsungan otonomi daerah
perluadanya desain besar penataan daerah. Desain ini merupakan
upaya untuk menata daerah secaralebih sistematis dimana daerah
otonom baru dimulai dari pembentukan daerah persiapan (DP)
dan masih berada di bawah kendali daerah induk. Sementara itu
pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap daerah otonom
baru tersebut. Dalam masa persiapan tersebut daerah yang
akan mekar bersama dengan daerah induknya bersama-sama
melengkapi semua aspek yang dibutuhkan bagi daerah otonom
baru, antara lain, sarana dan prasarana pemerintahan pengalihan
P3D (personel, perlengkapan, pembiayaan dan dokumen),
pembentukan kelembagaan di daerah baru dan pengisian jabatan
yang dapat dilakukan secara bertahap.

Ketiga, diperlukan model evaluasi dalam rangka memperbaiki
proses dan mekanisme pembentukan daerah otonom baru di
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masa yang akan datang. Salah satu resiko yang harus diterima
adalah adanya penggabungan daerah jika dinilai benar-benar
gagal atau tidak mampu menyelenggaraan pemerintahan daerah
dengan segala kewenangannya dan otonomi yang melekat. Namun
demikian harus diatur secara ketat dalam Peraturan Pemerintah
bagaimana syarat dan kondisi yang dibutuhkan terhadap pilihan
penggabungan daerah tersebut disertai hasil evaluasi yang
komprehensif. Juga patut diatur tentang model evaluasi dari
setiap tahapan pembentukan daerah otonomi baru tersebut tidak
hanya aspek normatif dan kuantitatif, tetapi juga berdasarkan
informasi dan persepsi masyarakat setempat apakah benar-benar
merasakan manfaat atau sebaliknya.

Keempat, perlunya ketegasan dalam pelaksanaan Pasal
33 ayat (3) PP No. 78 Tahun 2007, yang telah mengatur agar
penyerah terimaan aset baik aset bergerak dan tidak bergerak
serta utang piutang dari daerah kabupaten induk kepada daerah
otonom baru dapat diserahkan secara bertahap, dengan proses
paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya ibukota
kabupaten induk yang baru. Selanjutnya, perlu adanya koordinasi
yang baik antara daerah induk dan daerah otonom baru terkait
penginventarisasian daftar aset agar tiap daerah dapat menerima
dan mengelola aset miliknya secara maksimal.

Kelima, Pemerintah Pusat sebaiknya melakukan sosialisasi
ter-hadap pemerintah daerah dalam upaya evaluasi Kkinerja
pemerintah daerah di tingkat internal agar dapat meningkatkan
kualitas kinerjanya karena evaluasi yang ada saat ini hanya dari
pemerintah pusat yang didasarkan pada LPPD saja. Selain itu
pemerintah pusat sebaiknya memberikan dukungan terhadap
daerah otonom baru terutama permasalahan anggaran dengan
memperhatikan kondisi wilayah, jumlah penduduk, dan
kebutuhan daerah otonom baru tersebut.
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Keenam, pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan
sebaiknya dilakukan dalam satu pintu (baik lewat BPMPT atau
PTSP) dengan menempatkan seluruh staf yang terkait dengan
pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan yang ada
dalam Badan atau Kantor tersebut.
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EVALUASI TERHADAP
PEMEKARAN DAERAH DAN POTENSI
PENGGABUNGAN DAERAH

(Kasus Kabupaten Sigi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur)

Buku ini merupakan hasil penelitian dari Tim Pusat Penelitian Badan
Keahlian DPR RI yang mengulas secara empiris mengenai kebijakan
pemekaran daerah di Indonesia. Penelitian ini mengajukan pertanyaan
pokok mengenai bagaimana evaluasi atas pemekaran daerah serta
melihat potensi penggabungan daerah. Untuk menjawab pertanyaan
penelitian tersebut diambil dua studi kasus daerah otonom baru yakni
Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah yang dimekarkan pada tahun
2008 dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi yang
dimekarkan pada tahun 1999.

Buku ini memberikan kontribusi penting atas salah satu kebijakan
yang lahir dalam rangka penataan struktur pemerintahan pasca Orde
Baru, yaitu kebijakan pemekaran daerah. Terdapat setidaknya tiga
kontribusi penting kajian ini: kontribusi yang memperkaya objek kajian
pemekaran dan lebih khusus lagi pada dimensi evaluasi kebijakan,
kontribusi yang berkaitan dengan sifat empiris studi ini, serta kontribusi
berupa rekomendasi kebijakan.

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah konfirmasi tim
peneliti bahwa kebijakan pemekaran terbukti semakin mendekatkan
rentang kendali pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.
Penelitian ini berhasil menyajikan data-data empiris peningkatan
pelayanan publik, mulai dari bertambahnya fasilitas pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur di kedua wilayah yang menjadi pilihan kasus
mereka. Tidak hanya itu, pemekaran berhasil memperpendek
pengurusan perizinan yang kerap menjadi kendala untuk memacu
perkembangan perekonomian daerah.
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